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Menimbang

HKABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA KUBUTAMBAHAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL KUBUTAMBAHAN,

4. bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat

menycrang susunan syaral pusat semua jénis hewan
berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virusa
rabies;

bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara
hewan penular rabies terutama anjing mengakibatkan
meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko
penycbaran, dan ancaman penularan penyakil rabies
terhadap masyarakal serta meninghkatnya kasus gigitan
anjing yang mengarah pada meningkatnya pula kasus
kematian akibail rabies;

habhwa untuk pencegahan penyakit rabies membutuhkan
biaya yang sangat tinggi schingga perlu diambil langkah-
langkah antisipasi dalam penycharannya;

bahwa dalam kenyataannya hampir setiap keluarga dalam

masyarakal Bali sangat menghormati keberadaan anjing

sebapai ciptaan Tuhan, melestarikan dan mehndungl serta
memiliknya sebagai hewan peliharaan, kearifan dan
kekhasan budaya masyarakat Bali dalam memelihara dan
melestarikan anjing merupakan daya tarik tersendiri bagi
wisatawan sehingga perlu ditangani dengan baik dan

diawasi schagaimana mestinya.



bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a, huruf b, huruf ¢ dan huraf 4 perla

menetapkan  Peraturan Desa tentang Penanggulangan
Rabics;

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat [ dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur {Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan
Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2824);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang
Petermakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015]);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang
Feternakan dan Kesehatan Hewan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 50135]);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5495);

Peraturan Pemernntah Nomor 15 Tahun 1977 tentang
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3101});

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 lentang
Kesehatan Masyarakat Vetermer (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253}



8.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara FRepublik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2012 Tentang Keschatan Masgyaralkat Veteriner Dan
Kescjahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Mentenn Dalam Neger Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Tcknis Peraturan di Desa [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor
1501 /MENKES/PER/X/2010, tentang Jenis Penyakit
Menular Tertentu vang dapat Menimbulkan Wabah dan
Upaya Penanggulangannya [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 303},
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dann Transmigrasi Nomor 16 Tahun 201Y% tentang
Musyawarah Desa (Berita MNegara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);



14.

13,

16.

17.

Permturan Menten Desa, Pembanpgunon Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020 Tenitang  Pedomon  Umum  Pembangunan  dan
Pemberdayoan Masyarinknl Desa (Berita Nepara Republik
Indonesin Tahun 2020 Nomar 1663

Peraturan Daeral Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 200%
Tentang  Penangeulangan  Rabics  [Lembaran Dacrah
Provinsi Bali Tahun 2009 Nomaor 15],

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2000 tentang
Ketertiban Umum (Lembaran Dacrah Kabupaten Buleleng
Tabhun 2009 Nomor 6);

Peraturan Desa Nomor B Tahun 2019 tentang Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomaor 8]

Dengan Persetujuan Hersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUBUTAMBAHAN
dan
PERBEKEL KUBUTAMBAHAN
MEMUTUSEAN !

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENANGGULANGAN RABIES.

BAaB 1
KENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

& L kR

Desa adalah Desa Kubutambahan
. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kubutambahan
Perbekel adalah Perbekel Kubulambahan

peraturan Desa adalah  Peraturan  Perundang-undangan

yang ditetaplkan oleh Perbekel setelah dibahas disepakot

Lersama Badan Permusyawaratan Desa,

Badan Permusyawaratan Desa vang selanjutnya disebut

BPD adalah BPD Kubutambahomn
6. Masyarakal adaloh masvarakal Desa Kubutambahan

Desa Adat adalah Desa Adat Kubutambahan

8 Daerah adalah Kabupalen Buleleng.
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16,

¥F;

18.

19.

20.

21.

- Pemerintanh Daernh adalnh Pemenntah Kabupaten Buleleng,
16
11.
12.
13.
14.

Bupali adalah Bupati Buleleng,

Recamatan adalah Kecamatan Kulnnambahan

Pemerintah dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng,

Rabies adalah  penyvakit menular vang bersifat  akut
menycerang susunan syaral pusat yang dapal menulan
semua hewan  berdarsh  panas dan manusia, vang
disebabkan oleh virus rabies.

Hewan Penular Rabies yang sclanjulnya disingkat HPR
adalah hewan yang dapat berperan sebagai penvebar virus
rabies, mencakup:  anjing, kucing. kera dan  hewan
sehangsanya.

Pemilik Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemihk
HPR adalah orang atsu badan hukum yang menguasai
hewan penular rabies berdasarkan hak lerienta yang
diperoleh melalul pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai
pemberian atau hadiah, jual beli, sewa-menyoewa, tukar-
menukar, atau cara lan menunat Ketentuan peraturan
perundang-undangan, baik untuk tujuan-tujuan komersial
maupun non komersial,

Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjuinya disebut
Pemeliharsan HFE adalah keseluruhan kegiatan
pemeliharaan, sekurang-kurangnya mencakup: penycdiaan
tempat hidup, pembenian makanan, dan perawatan
kesehatan.

Pemeliharan adalah tata cara memperlakukan anjing sesuai
dengan standart [patokan dasar] yang ditetapkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penanganan adalah segala bentuk lindakan yang diambil
gpearn manusiawi yang diperlukan untuk mencegah atau
mengatasi akibal buruk dari keberadaan anjing

Anjing adalah salalh satu hewan yang sebagian atau seluruh
kehidupannya bergantung pada manusia untuk maksud
tertentiu.

Pencegahan adalah suaw tindakan memberi rasa aman

kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies.
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32.

FPe
redaran aclnlah rangkaian hepinian  pemasukan  atau

Pengcluaran hewnn penular rabies dari dan ke Kabupaten
Tabanan, antar Kecamatan se-Kabupaten Tabanan melalui
rangkaian  Lepjatan, sekurang-kurangnys  mencakup:
peoyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan
ktptmi"ka"' pemindahtanganan, baik  dengan  cara
komersial Maupun non-komersial.,

Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies.
Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha
menimbulkan  kekebalan untuk mencegah rabies pada
hewan penular rabies,

Vaksinator adalah orang vang melakukan vaksinasi,
Pemusnahan/ climinasi adalah tindakan memusnahkan
Hewan Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-
prinsip kesehatan hewan,

Kariu Hegistrasi Hewan Penular Rabies adalah kartu tanda
kepemilikan hewan penular rabics yang memuat identitas
hewan penular rabies dan pemiliknya.

Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk
melakukoan pencatatan dan merupakan bukti bahwa hewan
penular rabies tertentu telah divaksinasi,

Tanda vaksinasi adalah tanda yang dikenakan pada hewan

penular rabies yang telah dovaksinas,

_ Burveilance adalah kegiatan penelusuran dan pemantadan

penyakit rabies baik secara aktil maupun pasil.

Kesehatan hewan adalah segala urusan yang ada hubungan
dengan keadaan fisik dan mental hewan menurat ukuran
prilaku alam; hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan
untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang
lidak layak terhadap hewan yang dimanfsatkan oleh

manusia.

aurveilansi Berbasis Masyarakat yang selanjulnya disingkat

sBM adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon
dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis
terhadap gejaka penyakit dan faktor risike yang menjadi

tanda munculnya sualu permasalahan  keschatan  di

mas}'a_raklll‘..



33, Rencana Kerju Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
RKP Desa merupakan pemaboran dori RPIM Desa untuk
Jangka waktu | (sstu) tahun yang memuat rencan
penyelenggarnan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, clan
pemberdayaan masyarakat Dess.

34, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjuinya
disingkat APB Desu ndaloh rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama
oleh Permerintah Desa dan Badan Permusyvawaratan Desa,
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa,

BAB [1
RUANG LINGKUP
Pagal 2
Ruang lingkup peraturan Desa ini mengatur:

a. maksud dan tujuan;

b. pencegahan rabies;

c. pengaturan dan pengawasan pemeliharaan HPR;

d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan
rabics.

e. surveilansi berbasis masyvarakat;

peran serta masyarakat dan Desa Adat;
g Tim koordinasi pencegahan dan pengendalian rabies;
h. pembivaan; dan
i.  sankei administratif.

BAE (I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Maksud dari Peraturan Desa ini adalah sebagai landasan yuridis
bagi Pemerintah Desa dalam melakukan upaya penceguhan
rabies di Desa.

Pasal 4
Tujuan dari Peraturan Desa ind wdalah;
a. untuk ~mencegah tegadinga  gigitan  anjing  yang
menyebabkan ranbies o Desa;




b.

(L)

{2}

(3

i#

Upaya memban gun partisipasi masyarakat untuk turut serta
clalam mencegah  (erjadinys pigitan anjing  yang
menyebabkan rabies di Desa: dan

sebagai upaya mewnjudkan pemelibaraan anjing yang bersth
dan bebas rabjes.

BAB IV
PERCEGAHAN RABIES
Pasal 5

Pemerintah Desa dalam pencegahan rabies beriugas:

d. melaksanakan inventarisasi dan pendataan populasi
anjing dan HPR lainnya secara  berkala  dan
berkelanjutan:

b. melaksanakan wvaksinasi discriai dengan regristasi
kepemulikan HPR, kartu vaksinasi dan memberikan
tanda vaksinasi;

c. melaksanakon sosialisasi dan edukasi pada masyarakat;

d. melaksanakan pemusnahan secara selektif dan terarah
pade HPR yang tidak tercgistrasi, menunjukan gejoda
penyakil yang lidak terobati dan pada hewan yang diduga
atau vang lendentiikasi penyvakit rabies dan sudoh
kontak dengan HPE vang terinfeksi;

¢. melaksanakan pengendalian kelahiran; dan

[ melaksanakan suresilanoe.

Pemerintah Desa mengkoordinasikan  pencegaban rabies

sebagaimana dimaksud pada ayal (1| meclalai intcgrasi dan

winkronisasi dengan lembaga kemasvarakatan dan lembaga
adat di Desa serta berkoordinasi dengan Dinas.

Pemerintah  Desa  dalam mengkoordinasikan  pencegahan

rabies sebagaimana dimaksud  pada  ayat [2) dapat

bekerjasama dengan Desa Adal.

Pemerintah Desa bilamana dalam kejadian luur biasa dapat

membentuk Tim untuk percepatan penanggulangan penyakit

rabies.



" BAB
E:Ei”f;:;ﬁn PENGAWASAN PEMELIHARAAN
ARAN HEWAN PENULAR RABIES
Bagian Kesalu
Obyek Pengawasan

Pemering
) ah Desa melakukan pengawasan pemeliharaan dan
beredaran HPR yang menealkup:

4. se : i
“T'“a Jenis HPR yang sebagian atau selurub hidupnya
berinteraksi dengan manusia;
kegiatan pemeliharnan HPR; dan
kegiatan peredaran HPR.

ta,
C.

(L

[2)

Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 7

Setiap pemilik HPR wajib memperhatikan tata  cars
pemeliharaan HPR mencakup:

A,

getiap orang dan

Pemerint

memperhatikan keschatan dan kesejahteranan hewannya,
diberi makanan dan perawatan vang cukup supaya tidak
menyebabkan penyakil yang berbahaya seperti rabics;
mermiliki Karma Registrasi HPR,;

memvaksin hewannya secara berkala dengen valosin
rabies;

memiliki kartu vaksinasi;

memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam

pekarangan ramahnya;
mengandangkan alau mengikat agar tidak berkebaran di

jalan-jalan umum dan di tempat-tempal umum; dan/

alay

rantai yang panjangnys lidak lebih dar 2 meter dan

memakal berangus.
Jatau badan wajib melaporkan HPR yang

gojala klinis rabies kepada Dinas melalui

ah Desa.



1
(1) HPR Yang hm-lreimrun di

dimaksy,y
dalum Prga)
i :
(2] Metonge P‘:mugnﬂhﬂn d:ym (1) huruf f dapat dimusnahkan,

Pat dilakukan melalui metote dan

lempat-tempat umum sebagaimana

PRI Gari ping
) Pengubucan 1ipg g,

& telah dimusnahkan dilnkukan aleh:
: F‘cmuﬂnahan indi

R vidu penguburannya dilakukan oleh

b. pemy
Snahan secary massgl penguburannya dikeordinir
oleh Femeringalh Desa.

Bagian Ketiga
Peredaran HPR
Paragraf 1
Cakupan Peredaran
Pasal 9
Peredaran HPR, mencakup:
a. peredaran untuk tujuan komersial; dan

b. peredaran untuk tajuan non-komersial.

Paragral 2
Peredaran Komersial
Pasal 10
Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 hurul a wajib:

a. mendapat rekomendasi Bupan;

b dilengkapi sural keterangan asal dan  surat keschatan
hewan dari dinas yang berwenang di Kabupaten/ Kota asal;

c. dilengkapi surat keterangan vaksinasi dan tanda vaksinasi

bics dari dinas selempal dan/ atau dokter hewan prakiek;
ra

dan :
(elah divaksin paling
1 (satu) ta

singkat 30 {tiga puluh] hari dan paling

hun sebelum  dilakukan  pengalihan
Jama

kepemilikas:




Paragraf 3
Peredaran Non Komersial

Pasal 11

(1) Pered
Er i § s
AN untuk  (ujuan nen-kemersial  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 hurul b mencakup

4 hewan unuuk lujuan upacara keagamaan:

B hewan untulk tjuan penyelenggaraan kearmanan negara;

€. hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;
dan

d.

hewan uniuk lijuan konservasi sesuai dengan peraturan

Perundangan-undangan vang berlaku.

(2 Setiap  peredaran  HPR untuk (uuan non-komersial
scbagaimana dimaksud pada avat (1] huruf b wajib:

a. dilengkapi surat keterangan asal dan  surat kesehatan
hewan dan pejabat  instansi  yang berwenang
Kabupaten/Kota asal;

b. dilengkapi surat keterungan vaksinasi rabies dari dinas
sclempat dan/atau dokier praktek; dan

c. telah divaksin paling singkat 30 (Uga puluh) hari dan

paling lama 1 {satu] tahun sebelum dilakukan pengalihan
kepemilikan,

Paragraf 4
Peredaran antar Kabupalen dan dari Luar Wilayah
Kabupaten Buleleng
Pasal 12

Setiap orang dan/ atau badan hukum dilarang melakukan
peredaran HPR yang berasal dari wilayah Desa, kecamatan,
kabupater, provins dan antar daerah, diluar ketentuan
sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 10 dan 11,

BAB Vi

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANGULANGAN RABIES

Pagal 12

) Periekel dapat bersinergi dengan kelian Desa Adat dalam

(1
melaksanakan pemantauvan dan pengawasan pelaksanaan

penaniggulangan rabies.



S

[} Pemmtioumn dlein pesnpgwinan I‘l-l.'h-‘-:H.iJjH'L:'.lrli

ayal (1) diloksmnnkan oleh Tirn.
(3 Tun mebog i el irrnen besned pencli it (2] *'H"'rwplmn

denpan Keputusan Perbekel.

paB Vil
SURVAILENCE BERBASIS MASYARAKAT

Pasgal 14

g langsung Jdilaksanakan oleh

SAM adalah Pengawasan yan

Masyarakat Desa.

Pasal 15

imaksud dalam 14 dilaksanukan

SEM sebagaimana d Pasal

melalut;
a.  penin
rekrutmen dan optim alisasi peran

penguatan forum penEUrAngan risiko bencana; dan
tingkat Desa.

=T+ S - 5

p:ngﬂrgunjsasinn relawan di

Paszal 16

jiwa kerclawanan masyarakat
ilaksanakan melalus:

Peningkatan sebagaimana
dimaksud dalam
4. promosi relawan SBM;

b. advokasi peran pomangku kepentingan; dan
¢ pelibatan rokoh masyarakat dan pemengani

Pasal 13 hurufa d

h (influencer).

Pasal 17

pmen dan optimalisas: perdan relawan sebagaimana

Rekru
ruf b dilaksanakan melalun:

alesued dalam Pasal 15 hu
identifikasi kebuiuhan relawan di tingkat Desa;
data relawan pada organisasi yang tergabung

dim
a.
b. H'Lnkmnisual
dalam foruin pe
c. Pgningkalﬂn ka
dan imbingan i
penyediaan kanal

ngurangan riziko bencana;

pasitas dengan penyelenggaraan pelatihan
cknis bagi relawan; dan

pelaporan hasil pemantauan gciala olch

relawait.
Pasal 18



I’En@m i
) an forum Pengurangan risiko bencana sebagaimana
dimalksyg dalam Pasgl 15

hurul ¢ dilaksanakan melalui
Penyelenggaruan

Pertemuan koordinasi rencana pelaksanaan
i Desa secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali
alam

I (satu) tahun agay sewaklu-waktu apabila diperiukan.

SBM di tingka

Pasal 19
F?“Eﬂrgﬁnis“iﬂ“ relawan di tingkal Desa  schagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 hurul d dilaksanakan dengan:
@ membeniuk kelembagaan relawan SBM di desa: dan
b membentuk tim /jejaring kerja relawan SBM di Desa.

BaB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
DESA ADAT
Bagian Kesatu
Peran serta masyarabat
Pasal 20
(1} Masyarakal berperan seria dalam kegiatan penanggulangan
rabies.
(2] Peran serta masyarakal dalam penanggulangan rabics
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

a. pemeliharaan HPR secara baik;

b. mengikuti program vaksinasi pada HPR secara berkala;

¢. pembatasan kepemilikan HPR yang diliarkan;

d. melaporkan korban gigitan HPE kepada Tim Pemaniauan
dan Pengawasan tingkat desa sclanjuinya
dikoordinasikan dengan pihak petugas keschatan dan
kegehatan hewan wilayah kerja,
melaporkan, menangkap dan mengeliminasi HPR yang
menggit ; dan
[ mengikuti penyuluhan.

Pen}"l.lluhﬂ“ sehapgaimana dimakswd pada ayan (2) hureafl ©
dapat dilakukan cleh segenap clemen masyvarakat serelah
asi dengan Dinas Kabupaten,

(3)

her[.;n{rrdiﬂ

Bagian Kedun



Peran Serta Desa Adat
Pasal 2]

() Desn  Adat  wajib  berperan  scrta  dalam kegiatan
penangEulnngan rabics,

(2] Desa Adat dapat mengatur kewajiban warga Desa Adat dan
sanksi bagi vang melakukan pelanggaran dalam AwWIg -
awig/ Perarem terkail penanggulangan Rabies.

(3} Bentuk sanksi yang dikenakan dapat berupa :

a. biaya pengobatan sesuai dengan tingkat resiko yang
diakibatkan oleh gigitan [bisya vaksinasi dan biaya lain
berdasarkan SOP penanganan kasus rables);

b, biaya upacara keapgamaan apabila korban menmggal
dunia besarannya disesuaikan bedasarkan keputusan

perarem Desa Adat

BAB VI
TIM KOORDINAS] PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN RABIES
Pasal 22

Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendahan Rabies
dibentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Rabics,

Pasal 23
Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalinn Rabies Barg
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdin atas:
a. Pengarah;
b, Sekretanat; dan
¢. Pelaksana yang terbag atas kelompok kerja.

Pasal 24

Tim Koordinasi  Pencegahon  dan  Pengendalian  Rabies

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:

a.  mengpordinasikan perumusan dan pelaksanaan dukungan
kebijakan;

b, menyelenggarakan forum keordinasi teknis dalam rangka
pelaksanaan peningkatan
deteksi;

kemampuan pencegahan dan
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Melaksanalan Penilaian rsko:

mﬂngﬂnmi :
Rasikan  pemelaan risiko setelah adanya
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komendg g situasi penvakit:
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goordinasikan peningkatan kapasitas sumber daysa
Manusia;
B merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan
Penentuan mekanisme darurat;
h.

melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan

menyusun laporan secara berkala.

BAR VIII
FEMBILAYAAN
Pasal 25
(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pencegahan dan
pengendalian rahies di Desa bersumber dari:
a. APB Desa;
b. sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
c. sumber dana dari pihak yang tidak mengikat.
12) Pendanaarn kegiatan pencegahan dan pengendalian rabies di
Desa yang dianggarkan pada APB Desa sesual dengan
kewenangan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang

berlakul.
(3) Rencand

rabies di
dituanghkan pads

pendansan untuk pencegahan dan pengendalian
Nesa schagaimana dimaksud pada avat (2]
RKFP Desa dan APB Desa,

BAR IX
SANKSI ADMIMNISTRATIE
Pasal 26
. ketentuan sebagaimana
yang melanggar
iap ﬂfﬂng
(1) Set
dirl-'laksuﬂ- dalam
inisira

pasnl 12 dikenal sanksi administratit.

o il schagnimuna dimaksud pada ayat (1}
ganksi &
(2]
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Ehentigy, SEMentara kegiatan:
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berdg
Sil

i rhkan kepulusan  musdes yang mengadopst

Pt
; PUtusan Perarem Desa Adat, selanjutnya dituangkan

R

n diatur dalam Peraturan Perbeke]

i Yang besasrannys  ditetapkan

(3 Pelak
Sanaan sanksi administratif schagaimana dimaksud

Pada  gyay {2) dilaksanakan

: selelah berkoordinasi dengan
Dinas

BAB X
PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Desa jnj mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap Oorang  mengetahuinva, memenntahkan
Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannyva
dalamn Lembaran Desa Kubutambahan.

I,

Diundangkan di Kubutambahan

19 Desember 2022
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KESEPAKATAN pp .
BERSAMA PERBI2I L [YAN BPD DESA KUBLTAMEBAHAN
TENTANC
PENANGG ULANGAN RABIES

TAHUN 2022

i Senig ]
i langgal Sembilan Belas lan Desember tahon Dua Biba Coea Paluhb

Dua kami vang bertanda tangan dibawah ini :

3

Demikian Berita Acara i eli
ranghkap 2 (dua) untuk dapat
e ———

CGEDE PARIADNYANA:SH  : Perbekel Kubutambahan dalam hal ini bertindak
umiuk  dam  stas nama Pemenntah Da=ssi
Kubutambahan selanjuinya discbur sebagai PIHAR
PERTAMA

- RETUT MAHARDIKA ' Ketua BPD Desa Kubutambahan dalam hal o

bertindak  dan wuntuk  atas.  nama  Badan
Permusyawaraton Desa (BPD) Desa Kubutambakan,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

. PTHAE HKEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa

tentang Penangeulangan Rabies Tahun 2022 yang telah diajukan FIHAK PERTAMA,
dengan penyesuaian dan perubshan sebagaimana tertuang pada catatan yang

terlampir Benta Acara ini,

_PIHAK PERTAMA dapmt menerima dengan baik penyesuman dan perubahan

Rancangan Peraturan Desa tentang Penanggulangen Rabies Tahun 2022 hasil
pembahasan PIHAK KEDUA.

_ PIHAK PERTAMA akan menyelesaakan perubahan dan korcks: atks Rancangan

Peraturan Desa tentang Penanggulangan Rabics Tuhun 2022 scbhagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir Herita Acara ini.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyelesaikan perubahan dan kereksi dan
mmjil.dlks'lﬂ Rancangan Peraturan Desa tentang Penangaalangan Rabies Tahun 2022
menjadi peraturan Desa tentlang Penanggulangan Hoabies Tahun 20232,

Buat dan ditandsiangani oleh Redun belah prhak dalam

Lipergunakan sebagaimana mestinga.
chiperg priveLiditng
ARy,
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